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Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, @hun Dua Ribu Dua Puluh
Lima, bertempat di Kota Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. Jon Piter Siumorang, . Dekan Fakultas |Imu Budaya Universitas
5.5, M.Hum., Ph.D Katollk Santo Thomas, berkedudukan dan
berkantor di Jalan Setia Budi No. 478, Tj.
Sari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Fakultas limu Budaya Universitas
Katolikk Santo Thomas selanjutnya disebut

PIHAK |
Il. Sahata Marlen Situngkir, SH., : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor
MM, Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-
85 KP.0303 Tahun 2024 tentang
Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Serta
Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di
Lingkungan Kementerian Hukum yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan Puteri
Hijau Nomor 4, selanjutnya disebut PIHAK Il



Beisepakal untuk melakukan peijanjian kerjasama dalam bidang Fenyelenggaiaai
Tridharma Perguruan Tinggl dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,
sebagai berikutl:

. Undang Undang MNomor 20 Tahun 2003 teniong Sistem Pendidikon Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336},

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggl (Lembaian Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5336),

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5500);

Peraturan Pemeriniah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 37, Tambahan Lembaian Negaia
Republik Indonesia Nomor 6219);

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang

Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2024 Nowor 812),

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum,

Serdasarkan hai-hal tersebul di alas, sesuai dengan kedudukan dan keweliangan
PARA PIHAK masing-masing, melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam
ketentuan sebagai berikut:



(1)

Fasai 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling
menountunokan, saling menghormati, dan saling mendubkung berdasarkan prinsip
keadilan serta keseimbangan, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelayanan hukum, pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu akademik.

Perjanjian Kega Sama ini Dedujuan uniuk meiinghaikan kemampuan dalam
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk dalam bidang
administrasi hukum umum dan penegakan hukum kekayaan intelektual serta
kemampuan akademik, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan
tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Paelayanan hukum dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi,

Peningkatan kompetensi dan pengetahuan hukum, melalui kolaborasi dalam
penyelenggaraan pelatihan dan seminar hukum bagi mahasiswa, dosen, dan
praklisi hukum, balk secara daning maupun lainng,

. Pengembangan pengetahuan praktis kepada mahasiswa melalui pelaksanaan

Kuliah Praktisi Mengajar pada Fakultas limu Budaya Universitas Katolik Santo
Thomas.

Pelaksanaan seminar danfatau kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen Fakultas
limu Budaya Universitas Katolik Santo Thomas,

. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, atau workshop yang relevan dengan

hukurm dalam konlehks budaya, psikoiogi masyaranal, dan kepanwisalaan,

. Pertukaran serta pengembangan metode, informasi dan bahan kajian di bidang

pelayanan hukum,



Feningkalan kuailas sumber daya manusia dengan meimnbeiiran keseinipatan
kepada dosen dan mahasiswa Fakultas llimu Budaya Universitas Katolik Santo
Thomas untuk mengikuti program pelatinan atau magang di , sehingga mereka
dapat mempercleh pengalaman praktis di bidang hukum,

. Pengembangan modul pembeiajaran lintas bidang antara hukum, budaya,

peikologi, dan pariwisata dalam bentuk workshop, kuliah umum, dan pelatihan
bersama untuk mahasiswa dar ketiga program studi: Sastra Inggris, Psikolog,

dal Faiiwisaia.

. Pelaksanaan program magang dan prakiik lapangan berbasis kebutuhan nstitusi

hukum bagi mahasiswa Program Studi Psikologi (misalnya di bidang psikologi
forensik} dan Program Studi Pariwisata (misalnya pada isu-isu hukum
kepariwisataan dan parindungan wisatawan),

Kolaborasi dalam program Praktisi Mengajar yang menghadirkan narasumber
hukum untuk menyampaikan materi sesuai dengan disiplin kellmuan masing-
mMasiing prodi.

. Bidang Penelitian meliputi,

Pertukaran informasi, dokumen, mengenail isu hukum yang berkembang dalam
masyarakat sebagai bahan kajian pada Fakillas llmu Budaya Universitas Katolik
Santo Thomas,

. Kerja sama dalam menyusun regulasi atau kebijakan hukum yang relevan

dengan kepentingan masyarakat,

. Pelahsanaan peneilian kolaborasi yang melibalkan PARA PIHAR, yailu dosen

dan/atau mahasiswa bersama dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum
sSumatera Utara,

. Penyebaran (diseminasi) dan/atau penerbitan hasil peneliian bersama pada

jurnal lokal, nasional dan/atau internasional,

. Penelitian kolaboratif yang mengkaji keterkaitan antara hukum dan bidang

budaya. psikologl sosial, serta pariwisata, termasuk kajian terhadap fenomena
susial-Dudaya dalam penegakan hukum, wisala hukum (legal lourism), dan literas
hukum berbasis komunitas,

Kajian interdisipliner yang mencakup isu-isu hukum dalam pelestarian budaya,
pengelolaan pariwisata, serta psikologl sosial masyarakat dalam sistem hukum.



g. Penyusunan rexomendasi nebijakan berbasis riset dalam bidang hukum budaya,
hukum pariwisata, dan perlindungan hak komunitas lokal.
3. Bidang Pengabdian yang meliputi:

(1)

——
Pu
ol

(3)

Kegiatan pengabdian masyarakat, dalam memberikan konsultasi hukum gratis
atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan,
Keglatan pengabdian masyarakat yang bersifat edukatif terkait pemahaman
hukum di sekior budaya, pariwisata, dan masyarakat marginal, termasuk
pelaliban, penyuluhan, dan pendampingan kelembagaan komunilas iokal,
Penyediakan layanan hukum gratis kepada masyarakat, khususnya bagi
mereka yang tidak mampu, dengan melibatkan mahasiswa dan dosen dalam
kegiatan pengabdian masyarakat yang terstruktur,

Panyuluhan darifatau advokasi dan baktl sosial yang melibatkan PARA PIHAK
kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi tentang hukum dan perlindungan wisatawan yang
inetibainan mahasiswa Prodl Pariwisatla unluk mendampingl pelaku wisata di
kawasan Medan dan sekitarmya,

Pasal 3
FELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan
jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

FARA FiHAK menjamin dan fidak akan menyebailuaskan hasi-hasil kegiatan
yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulls dari PARA
PIHAK.

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
PARA PIHAK akan menuangkannya dalam pejanjian kerja sama
penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Pejanjian Kera Sama ini.

Uniuk melaksanakan kegialan mahasiswa dimaksud pada ayal (3) pasal i,
PARA PIHAK menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada
pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Fasal &4
PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang timbul sebagal akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
dapat ditanggung bersama dan glau salgh satu  pihak, sesuai hasil kesepakatan
antara FakuMas llmu Budaya Universitas Katolik Santo Thomas dengan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan mempertimbangkan
ketarsediaan dana anggaran di masing-masing pihak.

Pasal 5
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenal hal-
hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ¥erja Sama Ini dan yang
semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan
maksud dan tujuan Perjanjian Keja Sama ini,

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan yang bedaku, PARA PIHAK sepakal uniun menjaga R ahiasiadi
seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan
memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dar pihak
lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTLU

(1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapal diubah atsu dihentikan seliap
wakiu atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Pejanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal ini salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau
memperpanjang Pejanjian Kera Sama ini, salah salu pihak wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum diadakan perubahan, panghentian, atau perpanjangan



(4} Perubahan, penghentian, alau perpanjangan Pejanjian Reja Saina sebagalingna
dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan
bagian yang tidak terpisankan dari Pejanjian Kerja sama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Dalam keadaan kahar (force majeure) maka kerja sama ini dapat dilakukan
avaluasi dengan berdasarkan kezepakatan Bersama.

{2) Selain karena berakhirnya jangka waktu Pejanjian Kerja Sama ini, dalam hal
terjadi keadaan force majeure yang lidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat
melakukan kesepakatan dalam mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Fasal &
MONITORING dan EVALUASI

(1) PARA PIHAK baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan moniloring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerla sama yang akan dilakuken sesual
dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dalam hal monitoring dan evaiuasi dilakukan sendiri cleh salah satu pihak,
pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh PARA PIHAK.

{3) Monitoring dan evaluasl sebagalmana dimaksud pada ayal (1) dapal medibatxan
pihak yang terkait.

Pasal 9
FPLNYLCLESAIAN PERSELIGHAN
Dalam hal pelaksanaan Pejanjian Kerja Sama ini tejadi perbedaan pendapat atau
perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah

uniuk mencapai mufakat.



Fasal 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peranjian Keja Sama ini akan diatur dan
ditetankan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis cleh
PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja Sama ini.

(2} Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan
langgal levsebul di alas dalam rangkap 2 (dua) Denneleral cukup, masmng-
masing mempunyal kekuatan hukum yang sama

FinAK | FPIHAK i
FAKULTAS ILMU BUDAYA PELAYANAN HURUM

SRS TAS KATOLIK SANTO THOMAS

Drs. JON PITER SITUMORANG, 5.5.M.HUM.PLD SAHATA MARLEN SITUNGKIR, 3H., M.



